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PEMBERIAN 1IZIN OPERASK INAL PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL AL-BARIS
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI lx'Al)lMANTAN BARAT,

a. bahwa dalam ranpka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 avat ()
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Atentang
Penvelengparnan Pendidikan Madrasah, periu memberikan izin
opcrasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan

 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

‘enimbang

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan; '

c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam  Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan kclayakan yvang telah ditetapkan; o

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbhagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menctapkan Keputusan Kepala

-Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Baral
tentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-

Baris Kabupaten Mempawah,

wgingat @ 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45806);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
‘Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomm: 4496) scbagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomeor 32 Tahun 2013 tentang Perubahian atas
:Peratunm ch:grintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

“m“”blla Nlﬂolmf’::n;l;h};ﬂa!:n (ltmbarlinmﬂcgara Republik Indonesia Tahun
| h“ﬂlﬂ); » bahean baran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan..
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i Tabiuan 2008 tentan

Pvmerintah Noanau B

Pcratuiran

flebuar Pendutikan Dasae (Lembaran Negaoa Republiik Tndo
Pahinn 2008 Nomar 90O, Lambabhaan Lembaaran Negara Hepu!
Firneliovrrest Nommor 180 i)

Ierattiran Pemetntah Nomor A8 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Ivodshkan (Lembuaan Negara Repubbk Indonesia Tahun 200%
Nomor 90 Tambahban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor IR0,

NPeraturan Pemenntahr Nomoeor 74 Tahan 2008 tentany

(Lembaran Nepgarn Repubhik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Cmbaban Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 494 1)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
irddonesin Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Repubhik  Indonesia Nomor §150) scbagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolnan dan Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah, Sckolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah,

dan Sckolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Pematuran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minirmal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah meniadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteni Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelavanan Minimal

Pendidikan di Kabupaten/Kota; |
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
scbagaimana (clah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tabun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654):

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita lgcgam Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8511

P':fﬂlturan‘ Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republii
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah Jiubah
dc“i!ﬂﬂ Permntitrnn Mentne? doocee Moo —_ s ooe_o PP,
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MEMUTUSKAN :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
KALIMANTAN BARAT TENTANG
HIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL

KEPUTUSAN KEPALA
AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN 1ZIN OPERA
ATHFAL AL-BARIS KABUPATEN MEMPAWAH.

Membertkan  izin operasional penditian madrsah  kepada
paadbatil Athfal schagaimans tercantum  dalam  Lampiran
ving metupakan bagion tdak terpisahkan dari Keputusan ini.
pnla Raudhatul Athfal vang

Menctapkan

RESATU

Setelah jongka wakut 4 tahun, K¢
bersatig kutan wajib:
Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athlal
kepuda Kepala Kantor Kementerian Agama yang me it
paling  sedikit  perkembangan  jumlah - peserti didilk,
pelidksannan Iuni?mlum, pelaksanaan pemenuhian Mundnr
sarana prasarang, dan ;n,-lnk*mnn:ufp«fms'nulmn standar
pendidil dan tenidpa kependidikon; dan/atau (g

REDUA

b, Mengajukan  pendaftann visitasi  akreditasi Paud/RA
kepadn QA Paud gan PNE sesuai ketebtuan peraturan
perundang -undangan. : , it

KETIGA : (.l.nlum hai  perkambangan H::u;"lhutul-,.Mhl'u!' -'*‘bt'}:'l"li"m.lm
dimaksud dalam Diltarm KEDUA hural o dinilai memenuhi
b(anlur pelavanan ‘minimel  penvelenpgzaraan - pendidikan
d'ilm;z:mu hn'-fnl aliraditasi sebognimana dimaksud Diktum
:“l::lh\n ht;m,‘ b m}cnda’-pm peringkal minimal €, maka izin
nfmp .‘:mlls::k‘:a‘ubag.ungmm dimaksud d.":l:'un_:'I.)iluu-m 'KESA’I'U

KEEMPAT . i Sl rbena i e T »
fi)i‘:':":vi‘;"l l"‘ “*‘L'ﬂ_':‘ml;-;:m. ‘!.\‘uucﬂssﬂ_l.li “Athital srbi:g‘:aiims;nzi '
at:md;; i ,:11 A:m | i%lx}.j e i~.}.l.\LjA hurnt o dinilad . wemenubi
dmh'umu'liL;':i‘l}r“:;f ;';“'Hlfnnl. penyelengaaraan - peadidiian
REDUA hurnt.‘ . :(;n; nast scbagaimong  dimalisad !'Jik@tﬂ
izin opcm%mnl jwd-u'm.r-”dflmt peringiar minimad C, malka
B di(}-"m;’ SeLagaunanm d\n‘&:}LSqui * dalam 'l"'ik‘tu,:,'

KELIMA : ‘e ini J o) |
3 NG putuasan ini mulaj berlaku pada tanpeal dines ,‘,;
A 1 Lol dinevaphan.
| Dilnyupkm; di Pontianak
Pada tangeal 13 Juli 2017
s O KFPRLA KANTOR WILAY AN

-~ KEMERTERIAN AGAMA
PROMINEI KALIMANTAN HARAT
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